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MOTTO 
 
 اًضَْعت ُْ ُىُضَْعت َٓ ِ َأ ْ ِ َاف ٌحَضُٛثْم َِ  ٌْ َاَِ٘سف ًاِثتاَو اُٚدَِجت ُْ ٌَ َٚ  ٍَسفَس َىٍَع ُْ ُتْٕ ُو ْ ِئ َٚ
 ِكََّتٌٍْ َٚ  ََُٗتٔا َِ َأ َٓ ِّ ُتْؤا يِرٌَّا ِّدَُإٍٍْ َف ُ ََِّٗٔاف َاٙ ّْ ُتَْىٌ ْٓ َِ َٚ  َجَدَاَّٙشٌا اٛ ُّ ُتَْىت َلا َٚ  ُ َّٗتَز َالله
 ٌُ ٍٍَِع َْ ٍُٛ َّ َْعت ا َّ ِت ُالله َٚ  ُُٗثٍْ َل ٌُ ِثاَء 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di 
pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 
(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatiny; dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
(QS. Al-Baqarah: 283) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari 
abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah 
penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. 
Pedoman transliterasi dalam Tugas Akhir  ini meliputi : 
1. KONSONAN  
Huruf 
Arab 
Nama Huruf latin Nama 
ا 
ب 
خ 
ث 
ج 
ح 
خ 
د 
ذ 
ز 
ش 
ض 
ش 
ص 
ض 
ط 
ظ 
ع 
غ 
ف 
ق 
ن 
ي 
Alif 
ba 
ta 
sa 
jim 
ha 
kha 
dal 
zal 
ra 
za 
sin 
syin 
sad 
dad 
ta 
za 
„ain 
gain 
fa 
qaf 
kaf 
lam 
Tidak dilambangkan 
b 
t 
ṡ 
j 
ḥ 
kh 
d 
ż 
r 
z 
s 
sy 
ṣ 
ḍ 
ṭ 
ẓ 
….. „ 
g 
f 
q 
k 
l 
Tidak dilambangkan 
be 
te 
es (dengan titik di atas) 
je 
ha (dengan titik di bawah) 
ka dan ha 
de 
zet (dengan titik di atas) 
er 
zet 
es 
es dan ye 
es (dengan titik di bawah) 
de (dengan titik di bawah) 
te (dengan titik di bawah) 
zet (dengan titik di bawah) 
koma terbalik (di atas) 
ge 
ef 
ki 
ka 
el 
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Huruf 
Arab 
Nama Huruf latin Nama 
َ 
ْ 
ٚ 
٘ا 
ء 
ي 
mim 
nun 
wau 
ha 
hamzah 
ya 
m 
n 
w 
h 
….´ 
Y 
em 
en 
we 
ha 
apostrof 
ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 ََةتَو  dibaca kataba  
 ًَ ََعف  dibaca fa‘ala 
 َسِو ُذ  dibaca żukira 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasi lainnya berupa gabungan 
huruf, yaitu: 
 َُة٘ َْرٌ  dibaca yażhabu 
 ًَ ِعُس   dibaca su’ila 
 َفٍْ َو   dibaca kaifa 
 َي ْٛ َ٘   dibaca haula 
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3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh: 
 َيَال  dibaca qāla 
 ًَ ٍْ ِل  dibaca qīla 
 ُي ْٛ َُمٌ dibaca yaqūlu 
4. Ta Marbuṭah 
Translitrasinya menggunakan : 
a. Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya h. 
Contoh :  حَحٍْ َط  dibaca ṭalḥah 
b. Sedangkan pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti 
oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua 
kata itu terpisah, maka ta marbuṭahitu ditransliterasikan dengan h. 
Contoh :  ِيَافَْطلاْا ُحَض ْٚ َز dibaca rauḍat ul aṭfāl 
5. Syaddah  
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda syaddah dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut di lambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan yang diberi tanda syaddah. Contoh: 
اَ َّٕت َز  dibaca rabbanā 
 َي ََّصٔ  dibaca nazzala 
  ِسثٌْا   dibaca al- Birr 
  جَحٌْ  َا  dibaca  al- Hajj 
 َُ ََّعٔ   dibaca na‘‘ama 
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6. Kata Sandang 
Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
a. Kata sandang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu.  
Contoh :    ُ ٍْ ِح َّسٌَا dibaca ar-rahīmu 
b. Kata sandang diikuti huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
Contoh :    ُِهٍ َّ ٌْ َا  dibaca al-maliku 
Namun demikian, dalam penulisan Tugas Akhir penulis menggunakan 
model kedua, yaitu baik kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah 
ataupun huruf al-Qamariah tetap menggunakan al-Qamariah. 
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof, 
namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 
akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan 
karena dalam tulisan arab berupa alif. Contoh: 
 ْٗ َٔ ْٚ  ُرُخأت dibaca ta’khużūna 
ء ْٛ ٌََّٕا dibaca an-nau’ 
 ٌء ًْ َش dibaca syai’un 
 ْ َا  dibaca inna 
8. Penulisan kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun hurf, ditulis terpisah, 
hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 
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lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat 
yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
Contoh : 
 ًلٍْ ِثَس ِٗ ٍْ ٌَِا َعاََطتْسا ِٓ َِ   dibaca manistaṭā‘a ilaihi sabīlā 
 َٓ ٍْ ِلِشا َّسٌا ٌسٍْ َخ َٛ ٌَُٙ َالله َّْ ِا َٚ  dibacawa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 
9. Huruf Kapital 
Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 
diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu di dahului oleh kata 
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 
ي ْٛ ُسَز َِّلاا ٌد َّّ َح ُِ ا َِ  َٚ   dibaca wa mā Muhammadun illā rasūl 
ٍْٓ ِث ُّ ٌْا ُِكف ُْلاِات َُٖاَز َْدَمٌ َٚ   dibaca wa laqad ra’āhu bi al-ufuq al-mubīn 
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
trasliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 
tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin  (Versi 
Internasional) ini perlu di sertai dengan pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 
Dalam pembiayaan, agunan merupakan hal yang paling diutamakan 
untuk mendapatkan keyakinan bagi bank atas dana yang disalurkan dalam 
bentuk kredit dengan tujuan apabila terjadi kemacetan maka jaminan atau 
agunan tersebut dapat dijadikan penyelamatan untuk kelancaran usaha bank. 
Dalam pemberian kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 
bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang 
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur 
untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai 
dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum 
melakukan pembiayaan bank syariah harus melakukan penilaian dengan 
seksama terhadap 5C dari nasabah, salah satu penilaian tersebut ialah 
Collateral atau agunan. Untuk mengurangi resiko pada kesanggupan serta 
kemampuan tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 
nasabah debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan 
merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank dan Lembaga Keuangan 
Syarih. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait, 
penulis memakai tiga medote yaitu metode observasi, metode wawancara dan 
metode dokumentasi yang kemudian data-data yang terkumpul dilakukan 
analisis. 
Dalam menentukan kelayakan agunan pembiayaan murabahah di 
KJKS BMT Walisongo Semarang berdasarkan pada beberapa ketentuan yang 
terkait dengan kelayakan agunan pembiayaan murabahah yaitu dilakukan 
analisa agunan dari segi ekonomis dan yuridis. Untuk  prosedur menganalisa 
agunan sebagai pengikat pembiayaan oleh BMT untuk mengetahui layak 
tidaknya agunan yang telah diberikan oleh seorang calon anggota, prinsip 
pembiayaan yang digunakan BMT Walisongo untuk menganalisa agunan 
yaitu dengan menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, 
Condition of economi, Collateral). 
 
Kata Kunci: Murabahah, agunan dan kelayakan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembagan dari 
konsep Ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan 
syariah dalam peristilahan Internasional dikenal sebagai Islamic Banking. 
Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari 
kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya 
mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar 
tersedia jasa transaksi keungan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai 
moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan 
dengan pelarangan praktek riba, kegiatan maisir (perjudian), gharar 
(ketidak jelasan) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta  
keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan 
halal secara syariah.
1
 
Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, 
terutama perbankan syariah di Tanah Air, koperasi yang dikelola secara 
syariah juga mulai bermunculan diberbagai daerah. Diantara lembaga-
lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan cukup pesat 
adalah perbankan syariah, yang tumbuh sekitar 40% pertahun dengan total 
asset yang sudah mencapai sekitar  Rp. 140 triliun atau sekitar empat 
persen dari total asset perbankan nasional. 
Perkembangan perbankan syariah yang pesat tersebut tentunya juga 
akan berdampak pada perkembangan lembaga-lembaga keuangan lainnya 
seperti koperasi syariah. Apalagi, perbankan syariah kini didukung dengan 
gairah keagamaan di Indonesia yang mengalami tren kenaikan sehingga 
                                                          
1
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada,  2006,  h . 203. 
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berdampak pada melonjaknya demand terhadap produk dan layanan yang 
bernuansa syariah.
2
 
Jual beli atau dalam istilah syariah biasa disebut dengan akad 
Murabahah, akad Murabahah adalah satu produk jual beli yang 
dikeluarkan oleh lembaga keungan syariah. Inti jual beli secara istilah 
ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindah 
kepemilikan atau suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat diukur 
dengan satuan moneter. 
Dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan No. 
10 tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa “Dalam pemberian 
kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib 
mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan 
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya 
atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
diperjanjikan”. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum melakukan 
pembiayaan bank syariah harus melakukan penilaian dengan seksama 
terhadap 5C dari nasabah, salah satu penilaian tersebut ialah Collateral 
atau agunan. Disamping itu bank juga harus memperhatikan hasil AMDAL 
(Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) skala besar bagi perusahaan 
besar serta beresiko besar. 
Untuk mengurangi resiko pada kesanggupan serta kemampuan 
tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah 
debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan 
merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank dan Lembaga 
Keuangan Syarih. Masih pada UU Perbankan No. 11 dalam pasal 1 
mengenai ketentuan umum penjelasan No. 23 yaitu:  “Agunan adalah 
jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam 
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 Warno, Akuntansi : Lembaga Keuangan Syariah 1, Yogyakarta: Deppublish, 2014, Ed. 
1, Cet. 1, h. 2. 
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rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah”. Hal ini menjelaskan bahwa harus pula disertakan dalam bentuk 
agunan.  
Dalam pembiayaan, agunan merupakan hal yang paling diutamakan 
untuk mendapatkan keyakinan bagi bank atas dana yang disalurkan dalam 
bentuk kredit dengan tujuan apabila terjadi kemacetan maka jaminan atau 
agunan tersebut dapat dijadikan penyelamatan untuk kelancaran usaha 
bank. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
pasal 11 ayat 2 yang dimaksud dengan agunan berkualitas dan mudah 
dicairkan meliputi surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh 
pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi 
berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan 
sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang 
tunai. Secara umum barang yang dijadikan agunan adalah real property 
atau properti yang berupa tanah dengan segala sesuatu yang melekat 
padanya.   
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul 
Tugas Akhir “ANALISA KELAYAKAN AGUNAN PADA 
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BMT WALISONGO 
SEMARANG” 
B. Rumusan Masalah 
Dari gambaran dan uraian di atas dapat di rumuskan permasalahan 
sehubungan dengan judul yang di ajukan tersebut di atas antara lain:   
1. Bagaimana penentuaan kelayakan agunan pada pembiayaan 
Murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang? 
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan Murabahah di KJKS BMT 
Walisongo Semarang? 
 
 
4 
 
 
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kelayakan agunan pada pembiayaan Murabahah 
di KJKS BMT Walisongo Semarang. 
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan Murabahah 
di KJKS BMT Walisongo Semarang. 
Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi peneliti 
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisa 
kelayakan agunan pembiayaan murabahah di KJKS BMT 
Walisongo Semarang. Dan juga untuk memenuhi tugas dan 
melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya pada 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang. 
2. Bagi KJKS BMT Walisongo Semarang 
Sebagai upaya memperkenalkan eksistensi KJKS BMT Walisongo 
Semarang di masyarakat luas serta dapat di gunakan sebagai bahan 
evaluasi atau masukan. 
3. Bagi Program Study D3 Perbankan Syariah 
Sebagai tambahan referensi dan informasi, mengembangkan 
khasanah ilmu pengetahuan dan penelitian khususnya bagi program 
study D3 Perbankan Syariah mengenai analisa kelayakan agunan 
pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang. 
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4. Bagi Masyarakat 
Sebagai wahana informasi bagi masyarakat tentang operasional 
KJKS BMT Walisongo Semarang, khususnya tentang penerapan 
analisa kelayakan agunan pembiayaan murabahah. 
D. Tinjauan Pustaka 
Untuk mendukung materi dalam penelitian ini, sebelumnya penulis 
melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu. 
Berikut penulis paparkan beberapa penelitian yang mengangkat tema tidak 
jauh dari akad murabahah. Diantaranya :  
1. Skripsi Siti Nur Lailatul Mahmudah NIM : 203046101762, jurusan 
muamalat (Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 
2008 yang berjudul “Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan 
Mudharabah”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana fungsi 
jamin yang diterapkan dalam produk Mudharabah oleh Membaga 
Keungan Syariah dan pandangan hukum Islam dalam jaminan 
pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.
3
 
 
2. Skripsi Imam Wahyudi  NIM : 05020044, jurusan Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2010 yang berjudul 
“Pelaksanan Anlisis Terhadap Tanah dan Bangunan Sebagai 
Jaminan Hutang Dalam Kaitannya Dengan Proses Pemberian 
Kredit”. Skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan tentang jaminan, 
penilaian properti terhadap tanah dan bangunan, keadaan bangunan 
menurut hukum . 
4
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3. Tugas Akhir Andi Sapto Nugroho NIM : 092503008, jurusan 
Perbankan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Walisongo Semarang tahun 2012 yang berjudul, “Analisa 
Kelayakan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Fajar 
Mulia Cabang Ambarawa”. Tugas Akhir ini menjelaskan tentang 
kelayakan suatu agunan yang dijaminkan oleh nasabah dalam 
pengajuan pembiayaan murabahah baik berupa serifikat maupun 
surat kendaraan bermotor dengan cara menganalisa agunan tersebut 
apakah layak untuk dijadikan sebagai agunan ataupun tidak.
5
 
Dari berbagai kesimpulan diatas menunjukkan bahwa penelitian 
terdahulu berbeda permasalahan yang diangkat penulis. Sedangkan yang 
penulis teliti saat ini lebih spesifik pada penilaian atas kelayakan agunan 
yang diberikan oleh nasabah kepada pihak BMT sebagai jaminan pada 
produk pembiayaan murabahah. 
E. Metodologi Penelitian 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan berbagai 
metode penelitian : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 
penelitian lapangan (field research) yakni penelitian ini dilakukan 
dilokasi atau dalam masyarakat, yang berarti datanya langsung 
berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu KJKS BMT 
Walisongo Semarang. 
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7 
 
2. Lokasi Penelitian  
Jenis penelitian ini dilakukan di KJKS BMT Walisongo 
Semarang yang beralamat di Ruko Mijen Makmur B5 Jl. Salyo No. 
02 Mijen Semarang, 024 – 70208137. 
3. Sumber Data 
  Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 
terbagi menjadi 2 macam : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. 
Data primer juga disebut dengan istilah data asli
6
. Sumber data 
primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara 
langsung melalui hasil wawancara dari sumber utama baik 
individu atau kelembagaan yang dikumpulkan langsung dari 
peneliti dengan mendahulukan interview. Serta data yang 
diperoleh dari hasil observasi, dimana peneliti mencatat data-
data yang diperlukan. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data-data lain yang di peroleh 
secara tidak langsung yang masih berkaitan dengan data 
primer
7
. Bisa berisi arsip-arsip, dokumen-dokumen atau data-
data lain yang bisa di gunakan untuk menambah informasi 
yang berkaitan dengan judul penelitian. 
4. Metode Pengumpulan Data 
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Untuk mendapatkan data yang relevan sesuai topik 
penelitian tersebut maka digunakan beberapa metode yaitu: 
a. Metode Observasi 
Metode observasi merupakan teknik pengamatan yang 
bertujuan untuk mengumpulkan data dengan meliputi seluruh 
peristiwa
8
. Pada waktu melakukan observasi, peneliti dapat 
ikut berpartisipasi atau hanya mengamati saja orang-orang 
yang hendak mengajukan pembiayaan dengan membawa 
agunan atau jaminan berupa sertifikat atau BPKB kendaraan di 
KJKS BMT Walisongo Semarang. Kemudian peneliti dapat 
mengamati dan mencatat secara sistematis sesuai dengan 
tujuan penulisan dengan melihat langsung proses kegiatannya. 
Dalam metode ini peneliti mengambil data dengan cara 
Magang di KJKS BMT Walisongo Semarang. 
b. Metode Wawancara 
Wawancara yang dimaksud adalah cara atau teknik 
pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses 
pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. 
Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan tanya 
jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang 
atau beberapa orang yang diwawancarai
9
. Narasumber dalam 
penelitian ini adalah Manager KJKS BMT Walisongo 
Semarang Bapak Drs. Nuryanto dan Karyawan KJKS BMT 
Walisongo Semarang. 
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c. Metode Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 
digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data 
tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta 
pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai 
dengan masalah penelitian
10
. Peneliti mengumpulkan data-data 
yang berupa catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen 
dan rekaman wawancara mengenai analisa kelayakan agunan 
pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang. 
5. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini metode analisis yang di gunakan 
adalah diskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan untuk 
memberikan gambaran lebih mengenai suatu gejala atau 
fenomena
11
. Yang apabila datanya sudah terkumpul akan di 
klasifikasikan menjadi data yang di nyatakan dalam bentuk 
kata-kata atau simbol.  Analisis data merupakan upaya mencari 
dan menata secara sistematis. 
F. Sistematiaka Penulisan 
Untuk mempermudah pemahaman isi tugas akhir ini, penulis akan 
menjelaskan sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab pendahuluan, akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI  
Dalam bab landasan teori ini berisi tentang pengertian dari akad  
murabahah dan pengertian dari agunan atau jaminan. 
BAB III : GAMBARAN UMUM KJKS BMT WALISONGO 
SEMARANG 
Berisi tentang sejarah berdirinya KJKS BMT WALISONGO 
SEMARANG, profil KJKS BMT WALISONGO SEMARANG, visi misi 
dan budaya kerja yang ditawarkan, pengelolaan dan pengembangan KJKS 
BMT WALISONGO SEMARANG, produk-produk dan struktur 
organisasi KJKS BMT WALISONGO SEMARANG. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang analisa kelayakan agunan pembiayaan murabahah. 
BAB V : PENUTUP  
Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang 
dibuat dan akan memberikan saran-saran tentang hal-hal yang perlu 
disampaikan. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Pengertian Pembiayaan Murabahah 
Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan 
harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan 
pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai 
maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli 
lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga 
barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. 
Sedangkan dalam istilah teknis perbankan syariah, murabahah ini 
diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah 
dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian 
bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan 
dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank 
ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Murabahah 
dapat dilakukan untuk pembelian dengan sitem pemesanan.
1
 
Jadi pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga 
asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama, dalam 
murabahah penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan 
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah 
dapat juga dilakukan berdasakan pemesanan yaitu Bank / BMT melakukan 
pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah / anggota. 
Pembayaran nasabah / anggota dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
2  
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1. Fatwa DSN tentang ketentuan Murabahah 
Pembiayaan Murabahah telah diatur dalam fatwah DSN No. 
04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwah tersebut disebutkan ketentuan 
umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut: 
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang 
bebas riba. 
b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamka oleh syariah 
Islam. 
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya. 
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. 
Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga 
pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
h. Untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan atau kerusakan 
akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus 
dengan nasabah. 
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 
dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.  
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Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini 
dalam fatwah adalah  sebagai berikut: 
a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian 
suatu barang atau asset kepada bank. 
b. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli 
terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan 
pedagang. 
c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan 
nasabaha harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum 
perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus 
membuat kontrak jual beli. 
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 
kerugiannya kepada nasabah. 
g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari 
uang muka, maka: (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli 
barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau (2) jika 
nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, 
nasabah wajib melunasi kekurangannya.
3
 
Aturan yang dikenakan atas Jaminan dalam murabahah ini 
dalam fatwah adalah  sebagai berikut: 
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a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang.
4
 
 
2. Landasan Syariah 
Pembiayaan Murabahah telah diatur dalam fatwah DSN No. 
04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwah tersebut dijadikan pedoman bagi bank 
syariah atau BMT dalam menjalankan usahanya dibidang lembaga 
keuangan syariah. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) 
menetapkan fatwah murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank 
syariah. Dalam fatwah tersebut tentang landasan syariah mengenai 
murabahah, yaitu sebagai berikut: 
Al-Qur’an 
Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 275: 
 َّمََحأ ََٔاب ِّزنا َو َّزَح َٔ  َعٍْ َبْنا ُالله  
Artinya:  
"..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba" (QS. Al-Baqarah: 275).  
Pada ayat diatas dijelaskan, Allah menegaskan bahwa telah 
dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Karena dalam jual beli 
disebutkan margin atau keuntungan yang didapat dalam pertukaran 
barang dengan uang/transaksi. Seperti halnya pada pembiayaan 
murabahah setiap transaksi akad murabahah harga pokok dan harga 
jual disebutkan, sehingga keuntungan dapat diketahui oleh kedua 
belah pihak. 
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Firman Allah QS. Al-Nisa’ [4]: 29: 
 ٌَ َُٕكت ٌْ َأ َِّلاإ ِمِطَابْنِاب ىَُكٍُْ َب ىَُكنا َٕ َْيأ إُهُْكَأَتلا إَُُياَء ٍَ ٌِذَّنا َا ٌَُّٓأَاٌ
.ْىُكُ ِّي ٍضاََزت ٍَع ةَراَِجت 
 
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu” (QS. An-Nisaa: 29).  
Dalam ayat ini menerangkan hukum transakasi umum, lebih 
khusus transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah 
mengharamkan orang beriman memakan, memanfaatkan, 
menggunakan harta orang dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak 
dibenarkan oleh syariat Islam. Kita boleh melakukan transaksi jual 
beli terhadap harta orang lain cara perdagangan dengan asas saling 
ridho dan ikhlas. 
Al-Hadits 
Hadist Nabi SAW: 
 ُالله ًَّهَص ِللهَلا ْٕ ُسَر ٌَّ َأ ُُّْ َع ُالله ًَ ِضَر ِّيِرْذُخْنا ِذٍْ ِعَس ًْ َِبأ ٍْ َع
 ٍبأ ًقٍٓبنا ِأر( ,ٍضاََزت ٍْ َع ُعٍْ َبْناا ًَ َّ َِإ :َلَاق َىَّهَس َٔ  ِّ َِنأ َٔ  ِّ ٍْ َهَع
ا ّححصٔ ّجاي)ٌابح ٍب  
16 
 
Artinya: 
Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersadda, 
“ sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama 
suka.” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih 
oleh Ibnu Hibban). 
Dalam hadis ini menjeskan bahwa jual beli harus dilakukan 
suka sama suka. Pada dasarnya baik penjual maupun pembeli harus 
sama-sama ridho dan ikhlas dalam transaksi sehingga hukum jual 
beli menjadi halal. 
Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah Shuhaib :  
 : َلَاق َىَّهَس َٔ  ِّ ٍْ َهَع ُالله ًَّهَص ًَّ ِبَُّنا ٌَّ َأ ُعٍْ َبَْنا :ُتَكََزبَْنا ٍَّ ِٓ ٍْ ِف ٌث ََلاث
 ِأر( ِعٍْ َبِْهن َلا ِتٍْ َبِْهن ِزٍْ ِع َّشنِاب ُِّزبْنا ُطْهَخ َٔ  ,ُتَضََزق ًُ ْنا َٔ  ,ٍمََجأ ََىِنإ
)بٍٓص ٍع ّجاي ٍبا 
Artinya: 
“ nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : 
jual beli secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan 
rumah tangga, bukan untuk dijual. “ (HR. Ibnu Majah dari 
Shuhaib). 
Makna yang terkandung dalam dalam hadist ini yaitu ada tiga 
hal yang mengandung berkah, salah satunya yaitu jual beli secara 
tunai. Sesungguhnya jual beli apabila dilakukan sesuai dengan 
syariat Islam saling suka sama suka, saling ridho dan ikhlas baik 
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secara tunai maupun dengan cara mencicil maka akan menjadi 
berkah. 
Ijma’ 
Ijma’ mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli degan cara 
Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, Hal. 161; Lihat 
pula al-Kaasani, Bada’i as-Sama’i, juz 5 Hal. 220-222).5 
Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, 
karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa 
yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah 
salah satu jalan untuk medapatkannya secara sah. Dengan demikian 
maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan.
6
  
a. Rukun dan Syarat Murabahah 
1) Rukun Murabahah 
Rukun  adalah suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan 
dari suatu kegiatan atau lembaga, sehingga bila tidak ada salah 
satu elemen tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak 
sah atau lembaga tersebut tidak eksis. 
Adapun rukun jual beli murabahah yang disepakati oleh 
jumhur ulama adalah: 
a) Penjual (ba’i) yaitu pihak yang memiliki barang untuk 
dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam 
transaksi pembiayaan murabahah diperbankan syariah 
merupakan pihak penjual. 
b) Pembeli (musytari) yaitu pihak yang membutuhkan dan 
ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan 
murabahah nasabah merupakan pihak pembeli. 
                                                          
5
 Ibid. 
6
 Muhammad,  Metodologi..., h. 23. 
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c) Barang atau objek (mabi’) yaitu barang yang 
diperjualbelikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki 
oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual 
menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan 
pembeli. 
d) Harga (tsaman) yaitu harga yang disepakati harus jelas 
jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus 
jelas waktu pembayarannya. 
e) Ijab qabul (sighat) yaitu sebagai indikator saling ridho 
antara keduaa pihak (penjual dan pembeli) untuk 
melakukan transaksi.
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2) Syarat Murabahah 
Adapun syarat murabahah adalah sebagai berikut: 
a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 
b) Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang 
ditetapkan. 
c) Kontrak harus bebas riba. 
d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi 
cacat atas barang sesudah pembeli. 
e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 
dengan pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan 
secara hutang.
8
 
f) Pihak akad sama-sama ikhlas, mempunyai kekuasaan 
melakukan jual beli. 
g) Barang atau objek: 
a. Barangnya ada. 
b. Barangnya  milik sah dari penjual. 
                                                          
7
 Warno, Akuntansi...,  h. 50. 
8
 M. Syafi Antonio, Bank..., h. 102. 
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c. Tidak termasuk kategori yang diharamkan. 
d. Barang tersebut sesuai dengan pernyataan 
penjual. 
h) Harga: 
a. Harga barang bank adalah harga beli ditambah 
margin. 
b. Harga jual tidak boleh berubah selama masa 
perjanjian. 
c. Sistem penjualan dan jangka waktu disepakati 
bersama.
9
 
 
3. Fungsi dan tujuan pembiayaan Murabahah 
a. Fungsi pembiayaan 
Fungsi pembiayaa secara umum  pada dasarnya ialah 
pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (to serve 
the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan 
perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa 
dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya 
ditunjukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. 
Kalau dijabarkan lebih rinci, maka fungsi-fungsi 
pembiayaan adalah sebagai berikut: 
1) Pembiayaan dapat memajukkan arus tukar menukar 
barang-barang dan jasa. 
Ada kaitannya suatu saat belum tersedia uang sebagai 
alat pembayaran, maka dengan adanya pembiayaan, lalu 
lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus 
berlangsung. 
                                                          
9
 Warno, Akuntansi..., h. 49. 
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2) Pembiayaan dapat mengaktifkan alat pembayaran yang 
idle. 
Sebagaimana dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa 
terjadinya pembiayaan disebabkan oleh adanya golongan 
yang berlebihan (Y>E) dan golongan yang kekurangan 
(Y<E), maka dari golongan yang berlebihan ini akan 
terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (idle). 
Dana yang idle tersebut jika dipindahkan atau lebih 
tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang 
kekurangan, maka akan berubah menjadi dana yang 
efektif. 
Dengan demikian terjadi pemindahan daya beli yang 
telah ada dari golongan satu kegolongan yang lain. 
Sebagai contoh yang kongkrit saat ini misalnya bank 
menerima simpanan-simpanan dari golongan masyarakat 
yang berlebih, maka kemudian setelah simpanan-
simpanan tersebut terhimpun didalam jumlah yang 
cukup, maka bank dapat menyalurkan yaitu dengan jalan 
meminjamkan kepada mereka yang membutuhkan. Ingat 
bahwa bank sesuai dengan fungsi yang dimuat dalam UU 
No. 10/1998 adalah lemabaga perantara (lembaga 
intermediasi/intermediating) 
3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. 
Dalam hal ini andai kata diperlukan adanya perluasa 
jumlah uang yang beredar dimasyarakat, maka salah satu 
cara ialah dengan jalan beredar dimasyarakat dan 
mempermudah pemberian pembiayaan perbankan 
kepada masyarakat. 
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Dalam hal keadaan sebaliknya yaitu andaikata dirasakan 
adanya keperluan untuk mempersempit jumlah uang 
yang beredar maka diusahakan adanya pembatasan 
pemberian pembiayaan dengan suatu pagu (ceilling atau 
plafond) pembiayaan tertentu. 
4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan 
manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi yang ada. 
Dengan adanya bantuan permodalan yang berupa 
pembiayaan, maka seorang pengusaha baik industriawan, 
petani dan lain sebagainya bisa memproduksi atau 
meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi 
yang dimilikinya. Misalnya seorang industriawan akan 
dapat mengelola bahan mentah menjadi barang jadi, 
petani akan dapat membiayai pengelolaan tanahnya 
sehigga akan menghasilakan berbagai hasil pertanian. 
b. Tujuan pembiayaan 
1) Pembiayaan konsumtif 
Ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada 
nasabah untuk keperluan konsumsi seperti pembiayaan 
perumahan, pembiayaan kendaraan bermotor, pembelian 
alat-alat rumah tangga, dan lan sebagainya.
10
 
2) Pembiayaan produktif, antara lain: 
a) Pembiayaan Investasi 
Pembiayaan ini biasanya dipergunakan untuk 
membeli barang modal atau barang-barang tahan 
lama, seperti tanah, mesin, dan sebagainya. 
                                                          
10
 Modul RAT KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang 2014. 
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b) Pembiayaan Modal Kerja 
Pembiayaan modal kerja digunakan untuk 
membiayai modal lancar yang habis dalam 
pemakaian, seperti untuk barang dagang, bahan 
baku, overhead produksi, dan sebagainya.
11
 
c) Pembiayaan Likuiditas 
diberikan dengan tujuan untuk membantu 
perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas. 
Misalnya pembiayaan likuiditas dan Bank Indonesia 
yang diberikan untuk bank-bank yang memliki 
likuiditas dibawah bentuk uang.
12
 
 
4. Manfaat pembiayaan Murabahah 
Manfaat pembiayaan bank atau BMT cukup banyak apabila 
dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) sebagai 
berikut: 
a. Manfaat pembiayaan bank bagi nasabah 
1) Untuk meningkatkan usahanya maka nasabah dapat 
menggunakan dana pembiayaan untuk pengadaan atau 
peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa 
tambahan modal kerja (money), mesin (machine), bahan 
baku (material), maupun peningkatan kemampuan sumber 
daya manusia (man), metode (method), perluasan pasar 
(market), sumber daya alam dan teknologi.
13
 
                                                          
11
 Ibid. 
12
 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Keuangan Bagi Analisa Kredit Perbankan: 
Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, Yogyakarta: Balairung & Co, 2003, h. 
14. 
13
 Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, 
Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 7.  
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2) Pembiayaan bank relatif mudah diperoleh diperoleh apabila 
usaha nasabah untuk dibiayai (feasible). 
3) Jumlah bank syariah yang ada di negara kita dewasa ini 
relatif banyak hampir disemua kota sudah membuka kantor 
cabang, sehingga calon nasabah lebih mudah memilih bank 
yang cocok dengan usahanya. 
4) Terdapat berbagai macam/jenis/tipe pembiayaan yang 
disediakan oleh perbankan syariah, sehingga calon nasabah 
dapat memilih jenis yang paling sesuai dengan kebutuhan 
nasabah. 
5) Dengan memperoleh pembiayaan dari bank, biasanya 
debitur tersebbut sekaligus terbuka kesempatan untuk 
menikmati produk/jasa bank lainnya seperti transfer, bank 
garansi (jaminan bank), pembukaan letter of credit (L/C) 
dan lain sebagainya. 
6) Rahasia keuangan nasabah terlindungi. 
7) Jangka waktu pembiayaan dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan atau kemampuan calon nasabah, sehingga 
nasabah tidak terlalu dibebani oleh pembiayaan tersebut. 
b. Manfaat pembiayaan bagi bank 
1) diterima dari nasabah. 
2) Dengan diperolehnya pendapatan bagi hasil, maka 
diharapkan realitas bank akan membaik yang tercermin 
dalam perolehan laba yang meningkat. 
3) Dengan pemberian pembiayaannya, bank sekaligus dapat 
memasarkan produk-produk / jasa-jasa bank lainnya seperti 
giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang, 
(transfer), jaminan bank, letter of credit, dan lain 
sebagainya. 
4) Dengan adanya kegiatan pemberian pembiayaan, maka 
bank dapat mendidik dan menigkatkan kemampuan para 
24 
 
personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan 
usaha secara riil diberbagai faktor ekonomi. Personil/tenaga 
kerja yang terdidik dan terlatih sehingga mempunyai 
keahlian khusus merupakan asset yang sangat berharga bagi 
bank. 
c. Manfaat pembiayaan bagi Pemerintah/Negara 
1) Pembiayaan bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum 
maupun untuk sektor tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi 
tadi dibentuk melalui preoses peningkatan kapasitas 
produksi. 
2) Pembiayaan bank dapat dijadikan alat/piranti pengendalian 
moneter. 
Manakala uang yang beredar dimasyarakat dianggap terlalu 
banyak sehingga berdampak inflatoir (dimana harga 
barang-barang dan jasa pada umumnya meningkat), maka 
kredit bank harus dikurangi antara lain melalui kenaikan 
suku bunga dan atau pembatasan jumlah pagu 
(ceiling/plafond) kredit, sehingga masyarakat enggan 
(discorage) untuk meminjam atau kesempatan meminjam 
menjadi berkurang. Sebaliknya apabila uang yang beredar 
dianggap terlalu sedikit sehingga arus tukar menukar barang 
dan jasa terhambat, maka kredit harus ditingkatkan melalui 
penurunan suku bunga dan atau peningkatan pagu kredit 
agar likuiditas di masyarakat meningkat, sehingga produksi 
meningkat dan arus tukar menukar barang dan jasa menjadi 
lancar. 
3) Pembiayaan bank dapat menciptakan dan meningkatkan 
lapangan usaha dan lapangan kerja. 
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4) Pembiayaan bank dapat menciptakan dan meningkatkan 
pemerataan pendapatan masyarakat. 
5) Secara tidak langsung pemberian pembiayaan bank akan 
meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak 
perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume 
usahanya. 
6) Pemberian pembiayaan bank yang sahamnya dimilki oleh 
pemerintah/negara/daerah yang berhasil menigkatkan 
labanya, akan menambah pendapatan 
pemerintah/negara/daerah yang berupa setoran sebagai 
laba/deviden dari bank yang bersangkutan. 
7) Pemberian pembiayaan bank dapat menciptakan dan 
memperluas pasar. 
Dengan adanya pembiayaan bank maka volume produksi 
dan konsumsi akan miningkatkan dan hal itu akan 
mendorong terciptanya pasar baru serta penigkatan pasar 
yang telah ada. 
d. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas 
1) Dengan adanya pembiayaan bank yang mendorong 
pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan 
mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan 
tingkat pendapatan masyarakat. 
2) Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan 
profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian 
pembiayaan, misalnya seorang konsultan proyek dapat turut 
serta dalam pembuatan project proposal atau studi 
kelayakan proyek (project feasbility study). Bagi akuntan 
publik dapat terlibat dalam penyusunan proyeksi neraca dan 
sistem akuntansi, bagi notaris dapat terlibat dalam 
perjanjian pembuatan pembiayaan dan pengikatan  jaminan, 
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bagi asset appraiser dapat terlibat dalam penilaian barang 
yang akan dijaminkan, dan lain sebagainya. 
3) Para pemilik dana yang menyimpan di bank, berharap agar 
pembiayaan bank berjalan lancar, sehingga dana mereka 
yang digunakan/disalurkan oleh bank dapat dapat diterima 
kembali secara utuh beserta sejumlah bagi hasil sesuai 
kesepakatan. 
4) Bagi anggota masyarakat yang bergerak dipasar modal 
ataupun nasabah bank syariah maka suku bunga kredit 
merupakan salah satu indikator bagi nilai saham atau 
deviden atau jumlah bagi hasil yang diperolehnya, karena 
merupakan produk substitusi ataupun sebagai pembanding. 
Selain manfaat diatas murabahah juga memiliki kemungkinan 
resiko yang harus diantisipasi antara lain : 
a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 
b. Penolakan nasabah yaitu barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh 
nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam 
perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu 
sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena 
nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan barang 
yang dipesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian 
dengan penjual, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan 
demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya pada pihak 
lain.
14
 
 
 
 
                                                          
14
 M. Syafi Antonio, Bank..., h. 101. 
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5. Skema pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan Murabahah dapat secara umum aplikasi 
digambarkan sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
 
Keterangan: 
a. BUS/UUS dan nasabah melakukan negosiasi dan persyaratan akad 
pembiayaan Murabahah. 
b. BUS/UUS memesan barang sesuai dengan kriteria yang dipesan 
oleh nasabah kepada supplier atau penjual. 
c. Setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan setuju atas persyaratan 
yang ada, selanjutnya BUS/UUS dan nasabah melakukan akad jual 
beli. 
d. Setelah barang sudah dipesan, supplier mengirim barang kepada 
anggota. 
e. Nasabah menerima barang pesanan dan dokumen yang diperlukan 
dari supplier. 
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f. Setelah nasabah sudah menerima barang dari supplier, nasabah 
melakukan pembayaran dengan cara mencicil sesuai dengan 
kesepakan. 
B. Pengertian Agunan 
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu 
”zekerheid” atau “cautie”, yang secara umum merupakan cara-cara 
kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan 
jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, 
dikenal juga istilah atau kata-kata agunan. Dalam kamus besar Bahasa 
Indonesia, tidak membedakan pengertiaan jaminan maupun agunan, yang 
sama-sama memiliki arti yaitu “tanggungan”. 
Agunan pembiayaan atau jaminan adalah hak dan kekuasaan atas 
barang agunan yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan 
guna menjamin pelunasan pembiayaan yang diterimanya tidak dapat 
dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.
15
  
Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 26 tentang 
perbankan syariah menjelaskan pengertian mengenai agunan. Dalam 
Undang-Undang tersebut dijelaskan agunan adalah jaminan tambahan, 
baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh 
pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin 
pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.
16
 
Pada dasarnya, jaminan atau agunan bukanlah salah satu rukun 
atau syarat yang mutlak untuk dipenuhi dalam akad pembiayaan. Hanya 
saja agunan yang dimaksud untuk menjaga agar nasabah atau anggota 
tidak main-main dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh 
kedua belah pihak lembaga keuangan dan nasabah/anggota.
17
 Dari 
                                                          
15
 H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, 
Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2008, h. 663. 
16
 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
17
 H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic..., h. 663. 
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pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika bank syariah atau 
BMT memberikan pembiayaan selalu mensyaratkan ada agunan untuk 
mengikat nasabah/anggota pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan 
bank syariah atau BMT wajib mempunyai keyakinan atas kemamppuan 
nasabah/anggotanya untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang telah 
disepakati. 
1. Landasan Syariah Agunan 
Adapun landasan syariah tentang agunan yang terdapat dalam 
Al-Qur’an surat Al-Nisa ayat 5 maupun hadist, makna yang 
terkandung dalam Al-Qur’an surat Al-Nisa ayat 5 yaitu kita dilarang 
menyerahkan harta, uang, atau barang yang berharga yang 
diamanatkan kepada kita kepada orang yang tidak mampu 
mengelolanya, yaitu sebagai berikut: 
a. Al-Quran 
 
 اًيَاٍِق ْىَُكن ُ َّالله َمَعَج ًِتَّنا ُىَُكنا َٕ َْيأ َءَآَف ُّسنا إُتُْؤت َلا َٔ
ًافُٔزْعَي ًلا ْٕ َق ُْىَٓن إُنُٕق َٔ  ُْىُْٕسْكا َٔ  َآٍِف ُْىُْٕقُسْرا َٔ  
Artinya: 
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang 
yang belum sempurna akalnya, harta mereka (mereka 
yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan 
pakaian (dari hasil harta) dan ucapkanlah kepada 
mereka kata-kata yang baik”. (Al-Nisa: 5) 
Kandungan ayat diatas yaitu kita dilarang menyerahkan 
harta, uang atau barang yang berharga yang diamanatkan kepada 
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kita kepada orang lain yang tidak mampu mengelolanya. Baik 
karena masih kecil atau orang yang memang masih bodoh tentang 
pengelolaan hartanya secara benar. Oleh karena itu, lembaga 
keuangan syariah yang diamanatkan oleh nasabah untuk 
mengelola hartanya agar harta tersebut tidak merugikan nasabah 
yang menginvestasikan hartanya kepada lembaga keuangan 
syariah dan berharap nasabah mendapatkan keuntungan bagi hasil 
dari bank/BMT maka dibutuhkan jaminan kepada bank/BMT oleh 
nasabah yang membutuhkan dana sehingga diharapkan dengan 
adanya agunan tersebut sebagai jaminan nasabah dapat 
bertaggung jawab atas pembiayaannya. 
b. Al-Hadits 
 
 َذُْ ِع َِتٌُْ ِذ ًَ ْنِاب َُّن اًعْرِد َىَّهَس َٔ  ِّ ٍْ َهَع ُالله ىَّهَص ًُ ِبَُّنا ٍَ ََْر َْذَقن َٔ
 ِّ ِه ْ َلأِ اًزٍْ ِعَش ُُّْ ِي َذََخأ َٔ  ٍّيِد ْٕ ٌَُٓ 
Artinya: 
“Sesungguhnya Nabi saw. pernah mengagunkan baju 
besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara 
Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga Beliau”. (HR al-
Bukhari). 
Hadits ini menjelaskan bahwa utang dengan jaminan 
pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena agunan 
hanya dijakan penguat kepercayaan dalam memperoleh 
pembiayaan.  
 
2. Kegunaan Jaminan adalah: 
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a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan 
pelunasan barang-barang jaminan tersebut bila nasabah cidera 
janji, tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah 
ditetapkan dalam perjanjian. 
b. Menjamin agar nasabah berperan-serta dalam transaksi 
pembiayaan usahanya sehingga kemungkinan untuk meniggalkan 
usahanya atau proyeksi dengan merugikan diri sendiri atau 
perusahaannya dapat dicegah. 
c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian 
kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai syarat-
syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan hak miliknya 
atas barang yang dijaminkannya kepada bank.
18
 
3. Dasar-dasar Penetapan Penilaian Agunan 
Agunan merupakan salah satu unsur dalam analisa 
pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan anggota 
harus dinilai pada saat dilaksanakan analisa pembiyaan dan harus 
berhati-hati dalam penilaian barang-barang tersebut karena harga yang 
dicantumkan oleh anggota tidak selalu menunjukkan harga 
sesungguhnya (harga pasar saat itu). Dengan demikian semua jenis 
agunan wajib ditaksasi/dinilai kembali, minimum satu kali dalam 
enam bulan atau satu tahun. Setiap perubahan data agunan, termasuk 
perubahan karena taksasi agunan harus disimpan kedalam arsip 
komputer sehingga data agunan yang terbaru.
19
 
Berdasarkan penelitian agunan mempengaruhi dalam 
menentukan porsi pembiayaan yang diajukan oleh seorang anggota. 
Porsi pembiayaan tidak bisa melebihi nilai taksasi agunan yang 
diberikan anggota untuk menjadi persyaratan. Dalam mentaksasi 
agunan harus memperhatikan resiko-resiko yang akan terjadi pada 
                                                          
18
 Astiko dan Sunardi, Pengantar Manajemen Perkreditan, Yogyakarta: Andi Offset, 
1996, Ed. 1 cet. 1, h. 55. 
19
 H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic..., h. 666. 
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pembiayaan, apabila suatu saat pembiayaan akan macet. Maka dari 
sebab itu agunan harus bisa mengkafer pembiayaan yang diajukan 
oleh anggota untuk jangka waktu pembiayaan yang telah diajukan dan 
agunan juga harus di update berdasarkan harga pasar. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM KJKS BMT WALISONGO SEMARANG 
A. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Walisongo Semarang 
KJKS BMT Walisongo adalah lembaga keuangan mikro milik UIN 
Walisongo Semarang yang akan menjadi salah satu pioner lembaga 
keuangan syari’ah dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan 
ekomoni umat, serta menjadi laboratorium bagi mahasiswa program D III 
Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan 
mahasiswa UIN Walisongo pada umumnya. Pendiri secara umum 
kebetulan adalah mayoritas para dosen dan karyawan fakultas syariah 
bermaksud mensejahterakan anggota sekaligus sebagai laboratorium bagi 
mahasiswa. Pendirian KJKS BMT Walisongo Semarang untuk 
mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dibangku kuliah dalam 
praktek keseharian dunia kerja pada lembaga keuangan syariah. 
Pengembangan usaha, koperasi selalu berusaha mengembangkan dengan 
penambahan anggota-anggota baru yang melibatkan masyarakat diluar 
kampus, sehingga keberadaan koperasi dapat dirasakan oleh semua warga 
masyarakat baik dari intern UIN Walisongo Semarang maupun masyarakat 
umum yang tergabung dalam anggota KJKS BMT Walisongo. 
KJKS BMT Walisongo Semarang adalah sebuah Lembaga 
Leuangan Syari’ah yang berdiri atas perpaduan atau sinergi dua lembaga 
yang saling mendukung yaitu Lembaga Akademisi (Program D3 
Perbankan Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo 
Semarang) dengan Lembaga Praktisi (Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah 
yaitu BMT Ben Taqwa Purwodadi). Dimana pihak UIN Walisongo secara 
akademik menyiapkan mahasiswa atau insan perbankan yang profesional 
berbasis syari’ah. Sedangkan BMT Ben Taqwa Purwodadi merupakan 
salah satu koperasi berbasis syari’ah yang menggeluti di bidang simpan 
pinjam sejak tahun 1997 dengan perkembangan yang sangat pesat. 
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KJKS BMT Walisongo beroperasi sebagai Lembaga Keuangan 
Syari’ah pada tanggal 8 september 2005 yang diresmikan oleh Wakil 
Gubernur Bapak Ali Mufidz. Pertama kali beroperasi KJKS BMT 
Walisongo melakukan merjer dengan koperasi Simpan Pinjam Syari’ah 
BMT Ben Taqwa Purwodadi. KJKS BMT Walisongo telah diakui dan 
dikukuhkan sebagai lembaga legal oleh Dinas koperasi Provinsi Jawa 
tengah dengan nomor: 14119/BH/KDK.II/XI/2006. Sehingga dengan 
perkembangan yang pesat serta semakin banyaknya nasabah dan dana 
yang dimiliki pada bulan februari 2009 KJKS BMT Walisongo telah 
mampu berdiri sendiri sebagai Lembaga Keuangan Syari’ah.1 
B. Visi dan Misi KJKS BMT Walisongo Semarang 
 
Visi 
Solusi tepat membangun dan pengembangan ekonomi ummat sesuai 
dengan sistem syari’ah 
 
Misi 
 
1. Membangun ekonomi ummat dengan sistem syari’ah. 
2. Menjadikan BMT Walisongo Semarang pioner Lembaga Keuangan 
Syari’ah. 
3. Melayani ummat tanpa membedakan status sosial. 
4. Melaksanakan program ekonomi kerakyatan secara integral dan 
komprehensif. 
5. Menjadikan BMT Walisongo sebagai laboratorium praktikum 
ekonomi syari’ah bagi civitas akademika Fakultas Syari’ah UIN 
Walisongo Semarang. 
 
                                                          
1
 Modul company profile KJKS BMT Walisongo Semarang 
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C. Pengelolaan KJKS BMT Walisongo Semarang 
 Struktur organisasi pada KJKS BMT Walisongo Semarang telah 
menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana, 
fleksibel dan tegas sehingga mencerinkan pemisahan fungsi dengan jelas. 
Struktur organisasinya sebagai berikut: 
Gambar 3.1 
RAT
PENGURUS PENGAWAS
TELLER PEMBUKUAN MARKETING
MANAGER
INTERNAL AUDIT
 
 
Pengurus: 
1. Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag. (Ketua) 
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. (Sekretaris) 
3. Prof. DR. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag. (Bendahara) 
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Internal Audit: 
1. H. Ratno Agriyanto, SE., MM. Akt. 
Dewan Pengawas Syariah: 
1. Drs. H. Muhyiddin. M.Ag. 
2. Drs. H. M Nafis Junalia, M.Ag. 
Manager: 
1. Drs. Nuriyanto 
Teller dan Pembukuan: 
1. Hafidhoh, SE. 
Marketing: 
1. Ekowati, SEI. 
2. Heru Setyawan, SEI. 
3. Sumiyati, SEI. 
 
Tugas masing-masing bagian adalah: 
1. Dewan Pengawas Syariah 
Tugas pengawas: 
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 
b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 
c. Melakukan rencana kerja yang sesuai dengan keputusan 
rapat anggota. 
d. Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan 
pengelolaan BMT yang dijalankan agar tetap mengikuti 
kebijakan dan keputusan yang disetujui oleh rapat anggota. 
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e. Melaporkan operasional BMT pada rapat anggota pada 
akhir tahun. 
Wewenang pengawas: 
a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi. 
b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. 
 
2. Pengurus 
Tugas dan tanggung jawab pengurus: 
a. Merumuskan kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi 
tujuan dari organisasi. 
b. Menggali modal dan pinjaman-pinjaman serta mengawasi 
pengeluaran dana. 
c. Memberikan pengarahan-pengarahan yang menyangkut 
pengelolaan organisasi. 
d. Mampu menyediakan adanya eksekutif atau manajer yang 
cakap dalam organisasi. 
 
3. Manajer 
Manajer mempunyai fungsi sebagai pengelola aset dan 
manajemen aset. 
Tugas manajer: 
a. Memotivasi karyawan atau staf-stafnya. 
b. Menjalankan pencapaian target atas lending maupun 
funding yang sudah ditargetkan. 
c. Mengadakan briefing dan evaluasi setiap harinya. 
d. Membuat suasana yang islami. 
e. Membuat draft pencapaian target secara periodik. 
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Wewenang manajer: 
a. Mengadakan evaluasi terhadap kinerja bawahannya. 
b. Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
c. Membuat rencana jangka pendek. 
d. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang 
ditunjuk. 
 
4. Teller 
Teller mempunyai fungsi sebagai bagian yang memberikan 
pelayanan kepada nasabah, baik penabung maupun peminjam. 
Tugas teller: 
a. Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota atau 
nasabah, baik untuk hal penarikan maupun penyetoran. 
b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap 
harinya. 
c. Mengatur dan mempersiapkan pengeluaran uang tunai yang 
telah disetujui manajer. 
d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota atau 
nasabah serta mendokumentasikannya. 
Wewenang teller: 
a. Mengatur pola administrasi secara efektif. 
b. Mengajukan pengeluaran kas kepada manajer. 
c. Menunda penarikan-penarikan bila persyaratan yang 
diberikan kurang. 
d. Mengeluarkan dana operasional. 
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5. Pembukuan 
Tugas pembukuan: 
a. Menandatangani administrasi keuangan, menghitung bagi 
hasil serta menyusun laporan keuangan. 
b. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepada peminjam serta 
melakukan pembinaan agar pembiayaan tidak macet. 
c. Menyusun laporan secara periodik. 
 
6. Marketing 
Marketing mempunyai fungsi sebagai pencari dana 
(funding) dan mengalokasikan dananya kepada masyarakat. 
Tugas marketing: 
a. Menjalankan tugas lapangan yaitu: menawarkan produk-
produk dari KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang. 
b. Membuka daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan 
mendatang dan pada akhir pekan berjalan. 
c. Mengatur rute kunjungan ke nasabah per harinya. 
d. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk 
funding, lending dan konfirmasi kepada manajer. 
e. Melakukan pendataan nasabah potensial, baik perorangan 
maupun pimpinan jami’yyah pengajian yang akan 
dikunjungi. 
f. Melakukan pembinaan hubungan yang baik dengan nasabah 
melalui bantuan konsultan bisnis, diskusi manajemen 
maupun bimbingan pengelolaan keuangan sesuai blok 
sistem masing-masing moneter. 
g. Melaporkan kepada manajer tentang kendala-kendala yang 
dihadapi. 
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D. Jenis-jenis dan Produk-produk Layanan KJKS BMT Walisongo 
Semarang 
Dalam proses pelayanannya KJKS BMT Walisongo Mijen 
Semarang memberikan kemudahan bagi para anggota maupun calon 
anggotanya dalam bertransaksi. Kemudahan proses transaksi ini 
diwujudkan dalam berbagai jenis produk layanan oleh KJKS BMT 
Walisongo Mijen Semarang yang ditawarkan kepada anggota maupun 
calon anggota, berupa produk simpanan atau tabungan maupun produk 
pembiayaan yaitu : 
1. Jenis Produk Simpanan (Tabungan) 
a. Simpanan Berjangka (Si Jangka) 
Produk simpanan ini didasarkan pada prinsip syari’ah 
dengan akad wadi’ah yadhamanah dan mudharabah. Akad 
wadi’ah yadhamanah2 adalah penyimpan dengan atau tanpa 
izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang 
dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau 
kehilangan barang yang disimpan biasanya produk berbentuk 
giro yang merupakan titipan murni, sedangkan akad 
mudharabah
3
 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di 
mana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh 
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 
Simpanan yang istimewa ini ditujukan kepada masyarakat 
(anggota) yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka 
waktu yang relatif lama. 
1) Jangka waktu dan nisbah atau perhitungan bagi hasil: 
a) 1 bulan nisbah 80 : 20 
b) 3 bulan nisbah 70 : 30 
                                                          
 
2
 Martono, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, yogyakarta: Ekonosia, 2004, h. 96. 
 
3
 Zainyddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 41. 
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c) 6 bulan nisbah 69 : 31 
d) 12 bulan nisbah 66 : 34 
2) Setoran awal minimum Rp. 1.000.000,- 
3) Keuntungan: 
a) Tidak ada beban biaya administrasi. 
b) Dapat digunakani sebagai agunan pembiayaan di 
KJKS BMT Walisongo Semarang. 
c) Pelayanan bisa dilakukan dengan antar jemput 
tabungan. 
 
b. Simpanan Suka Rela (Si Rela) 
Simpanan ini merupakan simpanan para anggota yang 
berdasarkan akad wadi’ah yadhamanah dan mudharabab. Atas 
seizin penitip dana yang disimpan dalam rekening tabungan. Si 
Rela dapat dimanfaatkan oleh KJKS BMT Walisongo 
Semarang sebagai 
1) Penarikan mapupun penyetoran dari produk Si Rela dapat 
dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat atau 
sewaktu-waktu. 
2) Setoran awal Rp. 20.000,- 
3) Setoran selanjutnya Rp. 5.000,- 
4) Perhitungan bagi hasil dihitung pada saldo rata-rata harian 
dengan nisbah 90 : 10. 
5) Keuntungan: 
a) Tidak ada beban biaya administrasi. 
b) Dapat diambil sewaktu-waktu. 
c) Pelayanan bisa dilakukan dengan antar jemput 
tabungan. 
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Kedua produk tersubut sangat diminati masyarakat, karena sesuai 
dengan kondisi ekonomi anggota dan calon anggota. Sedangkan dalam 
penyaluran pinjaman atau pembiayaan, KJKS BMT Walisong 
menawarkan akad yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon 
anggota di antaranya sebagai berikut: 
2. Jenis Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) 
a. Akad Mudharabah/Murabahah 
Akad Mudharabah/Murabahah digunakan untuk modal kerja. 
1) Akad Mudharabah 
Akad bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, 
dimana pemilik modal (shohibul maal) mempercayakan 
sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan 
suatu perjanjian keuntungan. Persyaratan umum untuk 
mengajukan pembiayaan adalah: 
a) Memiliki usaha dan pekerjaan tetap. 
b) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan. 
c) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar, jika belum 
menikah disertai fotocopy KTP Orang Tua. 
d) Fotocopy KK 1 lembar. 
e) Agunan atau jaminan  
Sertifikat dan PBB ( SPPT dan STTS) terakhir 
BPKB dan STNK dan gesek momor rangka dan 
mesin. 
f) Bersedia disurvey. 
 
2) Akad Murabahah 
Yaitu akad transaksi jual beli barang dengan menyatakan 
harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati 
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oleh penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual 
harus memberitahu harga produk yang ia beli dan 
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. 
Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah: 
a) Memiliki usaha dan pekerjaan tetap. 
b) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan. 
c) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar, jika belum 
menikah disertai fotocopy KTP Orang Tua. 
d) Fotocopy KK 1 lembar. 
e) Fotocopy agunan  
Sertifikat dan PBB ( SPPT dan STTS) terakhir 
BPKB dan STNK dan gesek momor rangka dan 
mesin. 
f) Bersedia disurvey. 
b. Akad Ba’i Bistaman ‘Ajil (BBA) 
Yaitu akad pembiayaan dengan konsep jual beli antara BMT 
dengan nasabah dimana BMT mendapat keuntungan (margin) 
dari penjualan tersebut. Pengembalian pokok dan keuntungan 
dilakukan dengan cicilan. 
Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah: 
1) Memiliki usaha dan pekerjaan tetap. 
2) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan. 
3) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar, jika belum menikah 
disertai fotocopy KTP Orang Tua. 
4) Fotocopy KK 1 lembar. 
5) Fotocopy agunan  
Sertifikat dan PBB ( SPPT dan STTS) terakhir 
BPKB dan STNK dan gesek momor rangka dan mesin. 
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6) Bersedia disurvey.4 
Dari akad penyaluran pinjaman di atas, sebagian besar anggota 
belum memahami dari masing-masing akad tersebut, sehingga antara 
modal kerja, investasi maupun kebutuhan konsumtif masih bercampur 
aduk dan dianggapnya sama, sisi lain anggota tidak terbuka tentang 
pemanfaatan dana pinjaman, sehingga penentuan akad banyak yang belum 
pas. Namun pengelola berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan 
anggota.
5
  
E. Sistem Operasional di KJKS BMT Walisongo Semarang 
KJKS BMT Walisongo Semarang dikelola oleh tenaga yang 
terdidik mengenai keungan syariah, amanah dan profesional dengan sistem 
rekrutmen yang ketat yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja 
operasional di KJKS BMT Walisongo Semarang. Kegiatan operasional 
BMT Walisongo Semarang sehari-hari dilaksanakan oleh manajer yang 
bertanggung jawab kepada pengurus. Pengawasan anggaran dan 
pengawasan syariah dilakukan oleh pengurus sehingga dalam hal ini 
pengurus juga berfungsi sebagai penentu arah dan pengawasan. 
KJKS BMT Walisongo Semarang merupakan lembaga keuangan 
syariah yang melayani anggotanya dengan sistem jemput bola. 
Pembayaran dan pengumpulan dana dapat dilakukan ditempat anggota, hal 
ini salah satu bentuk pelayanan BMT Walisongo kepada anggotanya 
sehingga diharapkan dapat mempermudah anggota dalam melakukan 
pembayaran atau angsuran. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya 
BMT Walisongo tidak selamanya lancar, tetapi kadang juga mengalami 
permasalahan-permasalahan seperti terjadinya kemacetan dana yang 
disebabkan oleh anggota yang tidak membayar angsuran tepat waktu 
sehingga berdampak pada operasional BMT Walisongo.  
                                                          
4
 Brosur Pembiayaan KJKS BMT Walisongo Semarang 
5
 Modul RAT KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang 2014 
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Sampai pada tutup buku tahun 2014 ini anggota yang terlayani baik 
dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan telah mencapai 2.083. Dalam 
rangka memberi pelayanan maksimum terhadap anggota KJKS BMT 
Walisongo Semarang telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, 
baik dengan lembaga perbankan, lembaga sosial, antar koperasi, dan 
lembaga keuangan non bank maupun lainnya. 
Diantara kerjasama dengan lembaga lain, antara lain: 
1. Bank Muamalat Indonesia (BMI) 
2. Bank Syari’ah Mandiri (BSM) 
3. PT. Cahaya Aqila 
Untuk mengembangkan SDM pengelola dan pengurus setiap awal 
bulan diadakan briefing pengembangan SDM di Kantor KJKS BMT 
Walisongo Semarang yang membahas tentang pendalaman ilmu syariah, 
marketing, akuntansi serta evaluasi bulanan dan laporan 
pertanggungjawaban pengelola kepada pengurus dan lain-lain.
6
 
Dalam menjalankan operasionalnya KJKS BMT Walisongo Mijen 
Semarang berusaha memberikan pelayanan bagi para anggota dan calon 
anggota yang ada diwilayah Semarang dan sekitarnya. Sampai saat ini 
daerah operasional yang telah dilayani adalah:
7
 
1. Kecamatan Mijen 
2. Kecamatan Ngaliyan 
3. Kecamatan Tembalang 
4. Kecamatan Boja Kendal 
5. Kecamatan Limbangan Kendal 
6. Kecamatan Tugu 
7. Kecamatan Banyumanik 
                                                          
6
 Modul RAT KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang 2014 
7
 Modul RAT KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang 2015 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Analisa Kelayakan Agunan pada Pembiayaan Murabahah 
Melihat agunan itu sangatlah penting bagi lembaga keuangan baik 
syariah maupun konvensional untuk terus melanjutkan usahanya dibidang 
jasa keungan, yaitu sebagai pengikat atau berjaga-jaga apabila terjadi 
pembiayaan atau kredit yang bermasalah.  
Oleh sebab itu KJKS BMT Walisongo menentukan ketentuan yang 
terkait dengan kelayakan agunan pada pembiayaan murabahah. Untuk 
selanjutnya ditentukan analisa agunan, dalam proses menganalisa agunan 
BMT Walisongo melihat dari segi ekonomis dan yuridis dari agunan 
tersebut. 
1. Faktor ekonomis yang dinilai dari barang agunan harus 
dipertimbangkan oleh BMT yaitu: 
a. Jenis agunan 
b. Nilai taksasi  
c. Lokasi 
d. Status agunan dan pengikatannya 
2. Selain faktor ekonomis dalam menentukan kelayakan agunan, 
BMT juga mempertimbangkan dari segi yuridis barang agunan 
tersebut: 
a. Hanya sertifikat kepemilikan barang atas seizin pihak yang 
berwenang. Untuk barang agunan yang berupa tanah, 
sertifikat kepemilikan barang agunan perlu juga dilengkapi 
dengan Surat Izin Bangunan. Sedangkan barang agunan 
berupa kendaraan bermotor, untuk BPKB pastiakan kondisi 
kelengkapan kendaraan mulai dari BPKB, STNK harus 
sesuai, No. Rangka dan No. Mesin harus sesuai. 
47 
 
b. Apabila baran-barang agunan tersebut bukan hak milik 
anggota sendiri maka perlu adanya persetujuan orang 
tersebut dan dibuat Surat Kuasa yang dibuat secara Notariil. 
c. Validasi pengikatan diperlukan penelitian secara lengkap  
d. Asuransi atas barang agunan yang mempunyai resiko. 
Harta yang dijadikan agunan kepada BMT harus dimiliki oleh 
calon anggota secara sah yaitu barang yang dijadikan agunan tersebut 
milik sendiri dan atas nama calon anggota yang mengajukkan pembiayaan. 
Apabila harta yang dijadi agunan tersebut milik orang lain, maka pemilik 
harta agunan harus memberi kuasa kepada calon anggota yang 
mengajukan pembiayaan untuk dijadikan agunan harta tersebut kepada 
BMT. Harta agunan yang tidak dimiliki oleh anggota secara sah akan 
menyulitkan pihak BMT apabila terjadi permasalahan dalam pembiayaan. 
1. Pihak BMT Walisongo menetapkan ketentuan berdasarkan standar 
operasional 
a. Benda bergerak 
1) Kelengkapan surat-surat 
2) Jenis kendaraan 
3) Gesekan no. rangka dan no. mesin 
4) Tahun pembuatan 
5) Kondisi fisik kendaraan 
6) Taksasi harga 
7) Kemudahan penjualan 
b. Benda tidak bergerak 
1) Sertifikat hak milik 
2) Sertifikat hak guna bangunan 
3) Kondisi fisik bangunan 
4) Lokasi  
5) Taksasi harga 
6) Kemudahan penjualan 
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2. Pengikatan agunan 
Sedangkan dalam hal pengikatan untuk mengantisipasi risiko-risiko 
yang terjadi dalam pembiayaan bertujuan sebagai berikut: 
a. Guna memberikan hak dan kekuasaan pada BMT untuk 
mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan 
tersebut bilamana melakukan cidera janji 
b. Memberi dorongan kepada anggota untuk memenuhi akad 
pembiayaan, mengenai pembayaran kembali pembiayaan 
sesuai dengan syarat-syarat  yang  telah disetujui, agar 
seorang anggota tidak kehilagan harta yang dijadikan 
agunan. 
BMT Walisongo menetapkan peraturan berdasarkan pengikatannya 
diantaranya:  
a. Bila benda bergerak yaitu: 
1) BPKB motor dengan ketentuan minimal tahun 2008. 
2) BPKB mobil dengan ketentuan minimal tahun 2000. 
3) Kondisi pembiayaan dalam keadaan baik. 
4) Nilai jual motor dan mobil taksiran kurang lebih 50% 
dari harga pasaran. 
 
b. Sertifikat tanah dan rumah apabila benda tidak bergerak  
Dalam proses pembiayaan BMT Walisongo memberikan 
ketentuan agunan tanah dan rumah berdasarkan lokasi dan 
taksasi, karena tempat/lokasi mempengaruhi harga taksasi 
dan harga jual. 
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3. Prosedur dalam menganalisis agunan  
Menganalisi agunan sebagai pengikat pembiayaan oleh 
BMT untuk mengetahui layak atau tidaknya agunan yang telah 
diberikan oleh seorang calon anggota pembiayaan adalah melalui 
prinsip pembiayaan. Prinsip pembiayaan yang digunakan BMT 
Walisongo untuk menganalisis agunan yang dibiayai adalah 
menggunakan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut: 
a. Character (watak) 
Character atau watak yaitu data tentang kepribadian 
dari calon nasabah seperti sifat pribadi, cara hidup, latar 
belakang keluarga dll. Tujuannya yaitu untuk mengetahui 
sejauh mana calon nasabah tersebut memiliki iktikad baik 
untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang 
sudah disepakati dengan BMT. Character atau watak dari 
para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan 
yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. BMT 
sebagai pemberi pembiayaan harus yakin bahwa calon 
anggota pembiayaan termasuk orang yang bertingkah laku 
baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu 
berusaha dan bersedia melunasi angsurannya pada waktu 
yang disepakati atau sesuai dengan kesepakatan. 
Cara menggali informasi character calon anggota: 
Calon nasabah harus diteliti oleh pihak BMT, apa 
layak menerima pembiayaan atau tidak. Untuk 
mengumpulkan informasi karakter pemohon pembiayaan 
tentang perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketaatannya 
memenuhi pembayaran transaksi dapat diperoleh dengan 
cara: 
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1) Pihak BMT melakukan survey langsung ke tempat 
tinggal calon anggota yang mengajukan pembiayaan 
dan menggali informasi yang dibutuhkan BMT yang 
berkaitan dengan karakter calon anggota dengan 
melakukan wawancara. 
2) Selain itu pihak BMT juga melakukan wawancara 
dengan lingkungan sekitar tempat tinggal calon 
anggota untuk mengetahui karakter calon anggota 
dalam bermasyarakat. 
3) Apabila dirasa data yang didapat kurang cukup BMT 
bisa melakukan kerjasama atau meminta informasi 
tentang profil calon anggota kepada lembaga 
keuangan syariah yang pernah membiayai anggota 
tersebut. 
4) Selanjutnya BMT menganalisa character calon 
anggota tersebut. 
Apabila karakter pemohon baik maka dapat diberi 
pembiayaan, sebaliknya jika karakternya buruk pembiayaan 
tidak dapat diberikan. 
Sedangkan untuk anggota lama yang akan 
mengulang pembiayaannya, dapat dilihat dari penampilan 
/kinerja (performance) pembiayaan pada masa yang lalu, 
apakah angsurannya cukup lancar atau pernah mengalami 
hambatan dan kemacetan. 
b. Capacity (kemampuan) 
Dalam hal ini Capacity yaitu suatu penilaian kepada 
calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-
kewajibannya dari usaha yang dibiayai oleh BMT. Pihak 
BMT harus mengetahui dengan pasti sampai dimana 
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kemampuan menjalankan usaha calon anggota pembiayaan. 
Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa 
kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya 
pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang 
akan datang. Andaikata suatu perusahaan dijalankan oleh 
orang-orang yang mampu dan kompeten, maka penghasilan 
perusahaan tersebut diharapkan akan meningkat sehingga 
pembayaran kredit pun akan terjamin. 
Cara menggali informasi capacity calon anggota: 
Calon aggota perlu dianalisis apakah ia mampu 
mengelola usahanya dengan baik dan benar. Kalau ia 
mampu mengelola usahanya, ia akan dapat mengangsur 
angsuran pembiayaan sesuai dengan perjanjian atau 
kesepakatan dan perusahaan tetap berdiri. Untuk 
mengetahui sampai dimana capacity calon peminjam, BMT 
dapat memperoleh dengan berbagai cara: 
1) BMT melakukan analisis terhadap pengalaman 
usahanya, perkembangan usahanya kedepan apakah 
memiliki potensi yang baik atau tidak. 
2) Apabila calon nasabah tersebut seorang pegawai, 
dapat dilihat dari slip gaji suami istri dan 
tanggungan keluarga selama sebulan. 
3) Apabila terhadap anggota lama yang sudah 
dikenalnya, tentu tinggal melihat-lihat dokumen-
dokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan-catatan 
yang ada tentang pengalaman-pengalaman 
pembiayaan yang sudah-sudah. 
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Jika kemampuan anggota baik maka ia dapat diberi 
pembiayaan, sebaliknya kemampuannya buruk, maka 
pembiayaan tidak dapat diberikan. 
c. Capital (modal) 
Capital yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh 
calon anggota atau nasabah, apakah nasabah tersebut 
memiliki kekayaan yang cukup besar untuk 
mengembangkan usahanya. Azas capital atau modal ini 
menyangkup beberapa banyak dan bagaimana struktur 
modal yang telah dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan. 
Jumlah capital yang dimiliki ini penting untuk diketahui 
oleh BMT untuk menilai tingkat debt to equity ratio (DER) 
yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan 
solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali 
pembiayaan yang akan diterima. 
Cara menggali informasi capital calon anggota: 
Dari calon anggota harus dianalisis mengenai besar 
dan struktur modalnya: 
1) Untuk mengetahui hal tersebut pihak BMT 
melakukan analisa terhadap data tentang 
permodalan, bisa dipelajari dari laporan keuangan 
(neraca dan laporan laba rugi), catatan-catatan 
lainnya dan bila perlu dengan jalan pengamatan 
langsung kelokasi perusahaan calon anggota 
pembiayaan. Karena akan memberikan gambaran  
dan petunjuk sehat atau tidaknya usaha. 
2) Dan apabila calon nasabah tersebut seorang 
pegawai, dapat dilihat dari slip gaji suami istri dan 
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tanggungan keluarga selama sebulan. Atau bisa juga 
dilihat dari bangunan fisik tempat tinggalnya. 
Jika terlihat baik maka pihak BMT dapat 
memberikan pembiayaan kepada pemohon yang 
bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan 
mendapatkan pembiayaan yang diinginkan.  
d. Condition of economic (kondisi perekonomian) 
Condition of economic yaitu situasi dan kondisi 
politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi 
keadaan perekonomian pada saat yang kemungkinan 
mempengaruhi kelancara usaha nasabah. Azas kondisi dan 
situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam 
pertimbangan pemberian pembiayaan terutama dalam 
hubungannya sektor usaha calon anggota pembiayaan. 
BMT harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat 
tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan 
usaha calon anggota dan bagaimana prospeknya dimasa 
mendatang. 
Cara menggali informasi condition of economic calon 
anggota: 
1) Untuk menggali condition of economic dari calon 
anggota BMT dapat menganalisi dari jenis usahanya 
atau pekerja calon nasabah. 
2) Apabila jenis pekerjaan dari nasabah musiman 
seperti petani yang mengajukan pembiayaan 
pertanian, maka pembiayaan tersebut baru tepat 
diberikan pada beberapa saat sebelum musim 
penghujan, jangan berbulan-bulan sebelumnya atau 
kalau sudah hempir kemarau. Begitu puja dengan 
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angsuran pembiayaan, angsuran dapat diangsur 
setelah masa panen tiba sehingga dapat meringankan 
calon anggota dalam proses pengangsuran. 
Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang 
usaha atau pekerjaan pemohon pembiayaan khususnya. Jika 
bagus dan memliki prospek yang baik maka pemohon akan 
disetujui, sebaliknya jika jelek permohonan pembiayaan 
akan ditolak. 
e. Collateral (agunan) 
Yang dimaksud dengan collateral ialah jaminan 
atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke 3 
yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidak 
mampuan calon anggota tersebut untuk menyeleseikan 
angsurannya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan 
pembiayaan. 
Agunan merupakan syarat yang menentukan 
disetujuui atau ditolaknya permohonan pembiayaan 
nasabah. Menurut Bank Indonesia bahwa setiap 
pembiayaan yang disalurkan suatu bank atau lembaga 
keuangan yang sejenisnya harus mempunyai agunan yang 
cukup. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai 2 fungsi 
yaitu, pertama untuk pembayaran pembiayaan seandainya 
calon nasabah tidak mampu membayar dengan jalan 
menguangkan/menjual agunan tersebut. sedangkan fungsi 
kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan 
salah satu faktor penentu jumlah pembiayaan yang akan 
diberikan. Dalam hal ini, biasanya bank atau BMT tidak 
akan memberikan pembiayaan lebih besar dari jumlah nilai 
agunan yang diberikan tersebut. Oleh karena itu jika terjadi 
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pembiayaan bermasalah maka agunan inilah yang akan 
digunakan membayar tunggakan pembiayaan tersebut. 
Contoh kasus: 
Dalam menganalisis kelayakan agunan pembiayaan 
murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang melihat dari 
ketentuan prinsip 5C diatas. Ulasan pembiayaan yang diajukan 
oleh calon anggota yang bernama Muhammad Iqbal Yanuar adalah 
sebagai berikut: 
“Bapak Muhammad Iqbal Yanuar ingin membeli satu set 
alat musik gitar yang nanti digunakannya untuk modal kerja 
sebagai musisi. Kemudian Bapak Muhammad Iqbal Yanuar 
mengajukan pembiayaan ke KJKS BMT Walisongo Semarang 
untuk membeli satu set gitar dengan harga Rp. 5.000.000,00 
dengan agunan BPKB sepeda motor dengan nomor J 01041569. 
Dengan keuntungan yang telah disepakati anggota dan BMT 2% 
perbulan dan diangsur selama 12 bulan. Maka dari BMT 
menganalisis terhadap pembiayaan tersebut. 
1) Analisa Anggota 
a) Nama Pemohon  : Muhammad Iqbal Yanuar 
b) Istri Anggota  : Ade Iif Latifah 
c) Alamat   : Desa Gebang Udik, Rt/Rw 
  10/03, Kec. Gebang, Kab. 
  Cirebon. 
d) Tujuan Pembiayaan : Melakukan pembelian satu 
  set gitar 
e) Karakter   : Baik 
f) Hubungan dengan BMT : Pinjaman pertama 
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2) Jaminan atau Agunan 
a) Jenis Barang : 
1. Merk  : Yamaha (Mio J) 
2. Type  : 54P (cast sweel) A/T 
3. Warna  : Hitam 
4. Model dan jenis : Sepeda Motor 
5. Tahun pembuatan : 2012 
6. Isi Silinder : 113 CC 
7. No. Rangka : MH345P00BCJ319063 
8. No. Mesin  : 54P319320 
b) Bukti Kepemilikan  : BPKB No. J 01041569 
c) Nama    : Muhammad Iqbal Yanuar 
d) Akad   : Murabahah 
e) Jumlah Pembiayaan  : Rp. 5.000.000,00 
f) Jangka Waktu  : 12 Bulan 
3) Keuangan 
Gaji Perbulan    : Rp. 4.000.000,00 
4) Biaya yang harus dikeluarkan: 
a) Biaya Listrik  : Rp. 100.000,00 
b) Biaya PAM  : Rp. 50.000,00 
c) Biaya Lain-lain  : Rp. 300.000,00 
Rp. 450.000,00 - 
Pendapatan Bersih          Rp. 3.550.000,00     
5) Kemampuan anggota untuk mengangsur jika kesepakatan 
margin adalah 2% perbulan diangsur selama 12 bulan. 
a) Margin Perbulan  
Rp. 5.000.000,00 x 2% =  Rp. 100.000,00 
b) Ansuran Pokok Perbulan  Rp. 416.666.67 
c) CR (Cadangan Resiko)  Rp. 41.666,76 
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Jadi kemampuan anggota untuk mengasur perbulan adalah 
Rp. 558.333,34 
Tabel 4.1 
ANGSURAN FLAT 
 
B. Mekanisme Pembiyaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo 
Semarang 
Untuk mengajukan pembiayaan murabahah di KJKS BMT 
Walisongo Semarang dilakukan atas dasar permohonan dari calon anggota. 
Seorang anggota harus memenui beberapa persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh calon anggota pengajuan pembiayaan. 
Prosedur pembiayaan di KJKS BMT Walisongo Semarang 
sangatlah  mudah, kebijakan yang diberikan oleh BMT Walisongo dalam 
pengajuan pembiayaan kurang lebih sama dengan lembaga keunagn 
lainnya, yaitu sebagai berikut: 
No 
Tanggal 
Angsuran 
Tanggal 
Bayar 
CR 
Total 
Angsuran 
 
Porsi Out 
Standing 
Bagi 
Debet Porsi Pokok 
1. 27 April 16  41.66,76 558.333,34 416.666,67 100.000 6.141.666,67 4.583.333,33 
2. 27 Mei 16  41.66,76 558.333,34 416.666,67 100.000 5.583.333,32 4.166.666,66 
3. 27 Juni 16  41.66,76 558.333,34 416.666,67 100.000 5.024.999,98 3,749.999,99 
4. 27 Juli 16  41.66,76 558.333,34 416.666,67 100.000 4.466.666,64 3.333.333,32 
5. 27 Agst 16  41.66,76 558.333,34 416.666,67 100.000 3.908.333,3 2.916.666,65 
6. 27 Sept 16  41.66,76 558.333,34 416.666,67 100.000 3.349.999,96 2.499.999,98 
7. 27 Okt 16  41.66,76 558.333,34 416.666,67 100.000 2.791.666,62 2.083.333,31 
8. 27 Nov 16  41.66,76 558.333,34 416.666,67 100.000 2.233.333,28 1.666.666,64 
9. 27 Des 16  41.66,76 558.333,34 416.666,67 100.000 1.674.999.94 1.249.999,97 
10. 27 Jan 16  41.66,76 558.333,34 416.666,67 100.000 1.116.666,6 833.333,3 
11. 27 Feb 16  41.66,76 558.333,34 416.666,67 100.000 558.333,34 416.666,67 
12. 27 Maret 16  41.66,76 558.333,34 416.666,67 100.000 0 0 
Total 500.000 6.700.000 5.000.000 1.200.000   
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1. Yang dilakukan calon anggota 
a. Langkah pertama yang dilakukan oleh calon anggota yaitu 
datang langsung ke kantor BMT Walisongo dan 
menyampaikan maksudnya kepada BMT Walisongo. 
b. Calon nasabah mengisi berkas-berkas permohonan 
pembiayaan yang telah disediakan oleh BMT Walisongo, 
yaitu: 
1) Formulir permohonan pembiayaan 
2) Mengisi surat kuasa jual apabila seorang anggota 
tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam 
mengangsur. 
3) Mengisi surat persetujuan suami dan istri atas 
permohon pembiayaan. 
c. Setelah semua berkas sudah diisi, calon nasabah menanda 
tangani formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi 
sebelumnya, kemudian menyerahkan kepada BMT 
Walisongo sebagai tanda persetujuan antara kedua belah 
pihak. 
d. Selanjutnya pemohon pembiayaan atau calon nasabah harus 
melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan 
oleh pihak BMT Walisongo Semarang, diantaranya sebagai 
berikut: 
1) Menyerahkan foto copy KTP (suami dan istri), jika 
belum menikah disertai foto copy KTP Orang Tua. 
2) Foto copy KK. 
3) Foto copy berkas agunan: 
a) Jaminan BPKB  
1. Motor minimal tahun 2008, mobil 
minimal tahun 2000 
2. Foto copy BPKB dan STNK terbaru 
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3. Gesekan nomor rengka dan nomor 
mesin (penggesekan/pengecekan 
dilakukan di kantor KJKS BMT 
Walisongo Semarang) 
b) Dengan agunan sertifikat tanah 
1. Foto copy sertifikat  
2. Foto copy PBB (SPPT dan STTS) 
terakhir 
4) Dokumen pendukung lainnya. 
 
2. Bagian pembiayaan  
a. Menyiapkan formulir permohonan pembiayaan murabahah 
untuk diisi oleh calon anggota pembiayaan. 
b. BMT Walisongo menerima formulir permohonan 
pembiayaan yang sudah ditandantagani oleh calon anggota. 
c. Mencatat permohonan tersebut kedalam buku register, 
permohonan pembiayaan, berdasarkan urutan tanggal 
diterimanya, serta memberikan nomor registernya pada 
formulir permohonan pembiayaan tersebut. 
d. Melakukan analisa/survey terhadap usaha atau agunan calon 
anggota yang akan dibiayai untuk mendapatkan kepastian 
tentang segala sesuatunya mengenai pembiayaan tersebut. 
kemudian membuat rekomendasi sebagai laporan kepada 
operasional apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat 
diterima atau tidak. 
e. Setelah sudah melakukan survey yang dilakukan bagian 
pembiayaan adalah menganalisis persyaratan-persyaratan 
yang telah anggota berikan. Dari penilaian analisa ini yang 
terjadi tolak ukur untuk memutuskan apakah pembiayaan 
yang diajukan oleh calon anggota layak untuk dibiayai atau 
tidak. Dan agunan yang berikan oleh anggota dijadikan 
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pengikat atas pembiayaan agar seorang anggota mempunyai 
kewajiban untuk mengangsur atau mengembalikan 
pembiayaan tersebut. dengan prinsip 5C untuk menganalisis 
seorang anggota: 
1) Character (watak)  : bagaimana karakter 
dari seoarang anggota. 
2) Capacity (kemampuan) : kemampuan 
seseorang anggota untuk menyelesaikan 
pembiayaan. 
3) Capital ( modal)  : bagaimana 
permodalan/pendapatan anggota 
4) Condition of economic : bagaimana kondisi 
perekonomian saat fasilitas akan diberikan. 
5) Collateral (agunan)  : bagaimana tentang 
kondisi dan nilai agunan, apakah mencover 
pembiayaan atau tidak. 
Data-data yang telah didapat oleh BMT Walisongo, setelah 
melakukan berbagai prosedur pembiayaan sesuai standar operasional yang 
ditentukan oleh BMT Walisongo Semarang yang dilakukan melalui 
pengumpulan berkas-berkas yang diserahkan oleh calon anggota 
pembiayaan sebagai persyaratan pembiayaan di BMT Walisongo 
Semarang. Maka BMT Walisongo melakukan pendataan terhadap barang-
barang yang jadi persyaratan dan apabila data-data yang dibutuhkan telah 
memenuhi kriteria yang diinginkan, dan setelah semua data terealisasi 
dengan survey dan analisis yang dilakukan. Kemudian data tersebut 
diserahkan pada Kepala Operasional atau Manajer untuk dikomitekan 
disetujui tidaknya pembiayaan tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan tentang analisa kelayakan agunan 
pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Walisongo Semarang dapat 
menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Untuk menentukan kelayakan agunan pembiayaan murabahah di 
KJKS BMT Walisongo Semarang berdasarkan pada beberapa 
ketentuan yang terkait dengan kelayakan agunan pembiayaan 
murabahah yaitu dilakukan analisa agunan dari segi ekonomis dan 
yuridis. Harta yang dijadikan agunan kepada BMT ada dua jenis 
yaitu benda benda bergerak dan benda tidak bergerak dan 
dilakukan pengikatan kepada agunan untuk mengantisipasi risiko-
risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan. Dalam prosedur 
menganalisa agunan sebagai pengikat pembiayaan oleh BMT untuk 
mengetahui layak tidaknya agunan yang telah diberikan oleh 
seorang calon anggota, prinsip pembiayaan yang digunakan BMT 
Walisongo untuk menganalisa agunan yaitu dengan menggunakan 
prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of economi, 
Collateral). 
2. Prosedur dalam pembiayaan murabahah seorang pemohon harus 
memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditentukan oleh BMT, 
yaitu diantaranya: 
a. Langkah pertama yang dilakukan oleh calon anggota yaitu 
datang langsung ke kantor BMT Walisongo dan 
menyampaikan maksudnya kepada BMT Walisongo. 
b. Calon nasabah mengisi berkas-berkas permohonan 
pembiayaan yang telah disediakan oleh BMT Walisongo. 
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c. Setelah semua berkas sudah diisi, calon nasabah menanda 
tangani formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi 
sebelumnya, kemudian menyerahkan kepada BMT 
Walisongo sebagai tanda persetujuan antara kedua belah 
pihak. 
d. Selanjutnya pemohon pembiayaan atau calon nasabah harus 
melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan 
oleh pihak BMT Walisongo Semarang. 
Calon anggota pembiayaan harus bersedia disurvey terhadap usaha 
dan agunan calon anggota yang ingin dibiayai oleh BMT, hal ini dilakukan 
untuk menentukan kepastian mengenai segala sesuatu pembiayaan yang 
diajukan oleh calon anggota. 
B. Saran/Rekomendasi 
Semakin pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah baik 
bank maupun BMT dan dituntut pelayanan yang semakin tinggi dalam 
melayani nasabah atau anggotanya, maka dari itu penulis memberikan 
saran-saran yang terkait dengan analisa kelayakan agunan kepada pihak 
KJKS BMT Walisongo Semarang yang diharapkan dapat memberikan 
masukan yang manfaat, yaitu: 
1. Mengembangkan sumber daya manusia itu menjadi hal yang 
sangat penting untuk meningkatkan kualitas karyawan, terutama 
dalam peroses menganalisa agunan agar dalam menganalisa 
sesuai dengan standar operasional, sehingga diharapkan dari 
penilaian atau analisa agunan tersebut mendapatkan data yang 
valid.  
2. Untuk meminimalisir terjadinya risiko yang mungkin terjadi 
dikemudian hari dalam menentukan pengikatan benda bergerak, 
barang jaminan yang dijadikan agunan baik motor maupun mobil 
maksimal 5 sampai 7 tahun pemakaian. Karena benda bergerak 
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memiliki risiko yang cukup tinggi yang berkaitan dengan harga 
dan permintaan masyarakat apabila nasabah tersebut cidera janji 
dalam melunasi pembiayaannya. 
C. Penutup  
Alhamdulillah demikian Tugas Akhir ini selesei tanpa ada halangan 
apapun, penulis menyadari dalam memaparkan Tugas Akhir ini masih 
banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi bahasa maupun 
metodologi, karena penulis hanyalah manusia biasa tidak lepas dari 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang 
membangun penulis diharapkan untuk memperbaiki karya tulis kedepan. 
Penulis berdoa semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan para pembaca pada umumnya, serta semoga mendapat 
ridho dar Allah SWT, Amin.   
 
DAFTAR PUSTAKA 
Ali, Zainyddin, 2008, “Hukum Perbankan Syariah”, Jakarta: Sinar 
Grafika. 
Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001, “Bank Syariah Dari Teori Ke 
Praktek”, Jakarta: Gema Insani. 
Astiko dan Sunardi, 1996, “Pengantar Manajemen Perkreditan” 
Yogyakarta: Andi Offset. 
Brosur Pembiayaan KJKS BMT Walisongo Semarang. 
Fatwah Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Murabahah. 
Firdaus, Rachman dan Maya Ariyanti, 2009, “Manajemen Perkreditan 
Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya”, 
Bandung: Alfabeta. 
Karim, Adiwarman A. 2006, “Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan”, 
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 
Mahmudah, Siti Nur lailatul, “Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan 
Mudharabah”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Martono, 2004, “Bank dan Lembaga Keuangan Lain”, Yogyakarta: 
Ekonosia. 
Modul company profile KJKS BMT Walisongo Semarang. 
Modul RAT KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang 2014. 
Modul RAT KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang 2015. 
Muhammad, 2008, “Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan 
Kuantitatif”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
Nugroho, Andi Sapto, “Analisa Kelayakan Agunan Pada Pembiayaan 
Murabahah di BMT Fajar MuliaCabang Ambarawa”, Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang. 
Purhantara, Wahyu, 2010,  “Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis”, 
Yogyakarta: Graha Ilmu. 
Rivai, H. Veithzal dan Andria Permata Veitzal, 2008, “Islamic Financial 
Management”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2003, “Manajemen Keuangan Bagi Analisa 
Kredit Perbankan: Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate 
Governance”, Yogyakarta: Balairung & Co. 
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah. 
Wahyudi, Imam, “Pelaksanan Anlisis Terhadap Tanah dan Bangunan 
Sebagai Jaminan Hutang Dalam Kaitannya Dengan Proses 
Pemberian Kredit”. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 
Warno, 2014, “Akuntansi : Lembaga Keuangan Syariah”, Yogyakarta: 
Deepublish. 
Wirdyaningsih, 2005, “Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia”, jakarta: 
Kencana. 
 
   
   
   
  
  
  
   
   
   
   
 
RIWAYAT HIDUP 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  : Abdurrohman Sidik 
2. Tempat & Tanggal Lahir : Cirebon, 28 Juni 1995 
3. NIM    : 132503128 
4. Alamat   : Dusun Pahing Rt/Rw 007/003 Ds. 
  Barisan Kec. Losari Kab. Cirebon 
  Prov. Jawa Barat 
5. Hp    : 089640570462 
6. E-mail    : abdurrohmansidik@gmail.com 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. SD N 1 Barisan tahun 2007 
b. SMP N 1 Losari tahun 2010 
c. SMA N 1 Babakan tahun 2013 
d. UIN Walisongo Semarang tahun 2016 
2. Pengalaman Organisasi 
a. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) D3 
Perbankan Syariah periode 2013/2014 dan 2014-2015. 
b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jawa Barat, DKI Jakarta 
dan Banten (HMJB) Central UIN Walisongo Semarang. 
3. Pengalaman Magang 
a. Magang/PKL di Bank CIMB Niaga Syariah KC 
Yogyakarta tahun 2016. 
b. Magang/PKL di KJKS BMT Walisongo Semarang tahun 
2016. 
